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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum apa yang dapat 

diberikan kepada pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal 

pemegang saham minoritas menolak menjual sahamnya menggunakan Pasal 62 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu 

pembelian saham dengan harga yang wajar. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian 

yang difokuskan untuk mengkaji penerapan  norma-norma dalam hukum positif 

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas yang 

ingin melakukan go private dalam Hukum Perusahaan. Hasil yang diperoleh 

penelitian berupa adanya ketidakadilan dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pembelian saham dengan harga 

yang wajar. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam penelitian ini 

menawarkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas yang 

dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk melakukan go private.  

Kata kunci: Go Private, Perlindungan Hukum, Pembelian Harga Wajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) berasal dari istilah hukum Dagang 

Belanda Wetboek van Koophandel (WvK) yaitu Naamloze Vennootschap dengan 

singkatan NV. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan 

terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-

saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang 

luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.
1
 Unsur-

unsur dalam PT sebagai berikut :  

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero 

(pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai 

jaminan bagi semua perikatan perseroan. 

2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada 

jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), merupakan 

kekusaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat 

dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis 

besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum 

ditetapkan di dalam anggaran dasar dan lain-lain. 

3. Adanya pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu 

kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung 

jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar 

dan/atau keputusan RUPS.
 2
 

 

                                                           
1
 Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 

3, 2007, hlm. 5. 
2
 R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, “Pengertian Pokok Hukum Perusahaan”,Bentuk-Bentuk 

Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, 1995, hlm 40. 
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Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan yang 

terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus dan persero. Termasuk dalam kekayaan 

Perseroan Terbatas adalah modal. Modal ini ada tiga jenis tingkatannya, yaitu
3
 :  

1. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut 

dalam anggaran dasar. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan 

total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. 
4
 Menurut Pasal 32 

ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya UU PT No. 40 tahun 2007), modal dasar perseroan paling sedikit 

Rp. 50.000.000,00. 

2. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau 

pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar 

dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang 

disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu 

telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.
 
 

3. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham 

sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang 

ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham 

yang sudah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.
 5

 

Mengenai modal ditempatkan dan modal disetor, diatur dalam Pasal 33 ayat 1 UU 

PT No. 40 tahun 2007 yaitu : paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal 

dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. 

Menurut Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 

2007, dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bagian modal dasar perseroan 

yang memberikan hak pada pemiliknya terhadap kekayaan PT.
6
 Saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau PT. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan 

                                                           
3
 Abdulkadir Muhammad, “Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, 

hlm 71. 
4
 M. Yahya Harahap, “Hukum Perseroan Terbatas”, Sinar Grafika, 2016, hlm 233. 

5
 Ibid, hlm 236. 

6
 Rachmadi Usman, “Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas”, PT Alumni, 2004, hlm 101. 
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bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut. Porsi kepemilikan saham ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut.
 7

 Saham tersebut dimiliki oleh pemegang saham, 

UU PT No. 40 tahun 2007 tidak menjelaskan mengenai klasifikasi pemegang saham, 

tetapi di dalam PT, pemegang saham sering dibedakan dalam istilah pemegang saham 

mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas adalah pihak-

pihak yang memiliki saham dalam suatu PT dalam jumlah yang terbatas dan sedikit, 

sedangkan pemegang saham mayoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham 

dalam suatu PT dalam jumlah yang banyak. Seluruh pemegang saham berhak 

mendapatkan perlindungan hukum khususnya pemegang saham minoritas, 

perlindungan hukum yang dimaksud adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.
8
  

Dengan adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dapat 

menimbulkan permasalahan hukum lain, yaitu gagalnya proses go private suatu PT. 

Perseroan dapat menambah modal usaha dengan melakukan penawaran umum dan 

menjual sahamnya melalui bursa efek, hal ini disebut dengan go public (perseroan 

terbuka).
9
 Akan tetapi bila industri pasar modal tidak lagi memberikan manfaat dan 

bahkan menjadi beban bagi perusahaan, maka perusahaan akan memilih untuk keluar 

dari pasar modal atau dengan kata lain menjadi perseroan tertutup (go private).
 10

 Go 

Private adalah tindakan perusahaan yang merupakan kebalikan dari go public. Jika 

pada go public suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi 

perusahaan terbuka, maka pada go private perusahaan terbuka justru statusnya 

berubah kembali menjadi perusahaan tertutup. Hal itu disebabkan saham-sahamnya 

                                                           
7
 Darmadji, T. dan Fakhruddin, H.M., “Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)”, 

Salemba Empat, 2006, hlm 6. 
8
 Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, Jurnal 

Masalah Hukum, 1993, hlm 74. 
9
 Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., “Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal”, Transmedia Pustaka, 

2010, hlm 1. 
10

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, “Go Publik dan Go Private di Indonesia” Prenada 

Media Group, 2009, hlm 2. 
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dibeli kembali oleh sejumlah pemegang saham.
 11

 Pada proses go private, Otoritas 

Jasa Keuangan mensyaratkan adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan 

penawaran tender atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
 12

 Otoritas Jasa 

Keuangan adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sektor Pasar 

Modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank Syariah), penawaran tender 

menurut Peraturan Nomor IX.F.1 KEP-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender Pasal 

1 huruf e adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat 

ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Perseroan yang 

ingin melakukan go private harus menyampaikan agenda RUPS mengenai rencana go 

private yang mencakup rencana delisting (penghapusan pencatatan saham), 

perubahan status PT dari terbuka menjadi tertutup serta perubahan anggaran dasar 

terkait, yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana go private.
13

 

RUPS sendiri adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 

Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
 14

 RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan 

RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham perseroan 

yang dilaksanakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya 

setiap tahun buku.
 15

 Sedangkan RUPS Luar Biasa adalah RUPS di samping Rapat 

Umum Tahunan, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk 

kepentingan Perseroan. RUPS Luar Biasa inilah yang harus dilakukan oleh PT yang 

ingin melakukan go private, Rapat Umum Luar Biasa (selanjutnya disebut RULB) 

harus mencantumkan agenda yang jelas
16

. Untuk RULB yang diselenggarakan 

dengan tujuan untuk melakukan : 

                                                           
11

 Supra note 9, hlm 298. 
12

 Boby W. Hernawan dan I Made B. Tirthayatra, “Go Private”, hlm 1. 
13

 Supra note 10, hlm 81. 
14

 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 456). 
15

 Gunawan Widjaja, “Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham”, Forum Sahabat, 2008, hlm 

86. 
16

 Ibid, hlm 89. 
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1. Pemberian jaminan perusahaan; 

2. Penjaminan kebendaan/ pemberian agunan, atau penjualan/ pengalihan 

sebagian besar harta kekayaan PT; 

3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; 

4. Permohonan kepailitan dan pembubaran PT. 

Maka :  

1. RUPS untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas, hanya dapat dilangsungkan 

jika dalam rapat hadir paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan 

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan 

keputusan RUPS yang lebih besar. 

2. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS 

kedua. 

3. RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui 

oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau 

ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS yang 

lebih besar. 

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum 

untuk RUPS ketiga. 

5. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan 

dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan 
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negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat 

final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

6. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS 

kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang 

mendahuluinya dilangsungkan. 
17

 

Untuk melakukan go private perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan 

tersebut dan melaksanakan RULB sesuai dengan ketentuan-ketentuan kuorum 

tersebut, apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka proses go private tidak 

dapat terjadi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas 

melalui hak-hak pemegang saham (Pasal 62 ayat 1 UU PT No. 40 tahun 2007, 

pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan 

harga yang wajar)  

1. Saham dibeli dengan harga yang wajar. Dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT No. 

40 tahun 2007 dikemukakan, setiap pemegang saham berhak meminta kepada 

Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang 

bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang 

saham atau Perseroan berupa 

a. Perubahan anggaran dasar; 

b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai 

nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; 

atau 

c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
 18

 

Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat digunakan oleh pemegang saham 

minoritas untuk menahan sahamnya dan tidak menyetujui penawaran tender yang 

ditawarkan oleh PT dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum dalam RULB. 

Hal ini menimbulkan permasalahan hukum bagi pemegang saham mayoritas dan 

                                                           
17

 Ibid, hlm 90-91. 
18

 Sentosa Sembiring, “Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas”, CV. Nuansa Aulia, 2012, hlm 

147. 
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mengakibatkan gagalnya proses go private. Gagalnya proses go private menimbulkan 

kerugian yaitu PT tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan 

apabila proses go private terjadi, yaitu :  

1. PT tidak perlu membagi keuntungan dengan publik, dan tidak perlu 

memenuhi beberapa persyaratan lain yang terkait pemilikan saham oleh 

publik; 

2. PT tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga 

saham; 

3. Go Private dapat mencegah masuknya pihak luar sebagai pemegang saham 

pengendali; 

4. PT dapat melakukan tindakan yang beresiko tinggi, yang apabila tindakan ini 

dilakukan PT Terbuka akan terkena sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

5. PT tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga 

saham; 

6. PT tidak perlu menerapkan kewajiban keterbukaan informasi.
 19

 

Maka dalam tulisan ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah 

pemegang saham minoritas sudah terlindungi dengan adanya Pasal 62 UUPT No.40 

tahun 2007 dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham 

mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui 

RUPS untuk melakukan go private. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membatasi penelitian kali ini maka 

rumusan masalah yang akan dikaji lebih rinci adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemegang saham minoritas sudah terlindungi dengan Pasal tentang 

pembelian saham dengan harga yang wajar ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk pemegang saham mayoritas 

yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui 

RUPS untuk melakukan go private? 

                                                           
19

 Supra note 9,hlm 300. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Memenuhi Tujuan Teoritis 

Tujuan Teoritis merupakan tujuan penelitian dilihat dari teori-teori yang 

sudah ada, yaitu: 

a) mencari tahu apakah pemegang saham minoritas sudah terlindungi 

dengan adanya Pasal tentang pembelian saham dengan harga yang 

wajar; 

b) mencari tahu bentuk perlindungan hukum untuk pemegang saham 

mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak 

menyetujui RUPS untuk melakukan go private. 

 

2. Memenuhi Tujuan Praktis 

Tujuan Praktis merupakan tujuan penelitian untuk mencoba menyelesaikan 

masalah praktis, yaitu: 

a) memberikan kontribusi positif serta solusi yang dapat digunakan oleh 

pembuat undang-undang untuk mengembangkan hukum mengenai 

definisi yuridis mengenai perlindungan hukum pemegang saham 

minoritas di Indonesia; 

b) menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh agar dapat 

memberikan dasar perlindungan hukum yang pasti bagi pemegang 

saham, khususnya pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal 

pemegang saham minoritas tidak menyetujui go private di Indonesia. 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu 

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.
20

 Penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu data 

yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu 

                                                           
20

 Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Bayumedia Publishing, 2013, 

hlm. 295. 
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sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Secara 

spesifik sebagai berikut: 

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

undang-undang dan peraturan lainnya. 

2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai sumber hukum primer 

seperti jurnal dan buku (termasuk yang berbentuk elektronik). 

3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai sumber hukum primer 

dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I – PENDAHULUAN – Pada bab ini akan dimuat Latar Belakang Penelitian, 

Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II – TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS – Pada bab 

ini akan dibahas teori-teori mengenai pengertian Perseroan Terbatas, syarat pendirian 

Perseroan Terbatas, Organ-Organ Perseroan Terbatas dan kriteria pemegang saham 

minoritas. 

BAB III – TINJAUAN UMUM MENGENAI GO PRIVATE  – Pada bab ini akan 

dibahas secara umum mengenai apa itu go private , prosedur go private , keuntungan 

melakukan go private, cara melakukan go private, dan peraturan-peraturan yang 

mengatur mengenai go private di Indonesia. 

BAB IV – TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM – Pada 

bab ini akan dibahas secara umum mengenai teori-teori perlindungan hukum dan 

perlindungan hukum terhadap pemegang saham di Indonesia. 

BAB V – ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM – 

Setelah mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah 
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melalui peraturan-peraturan yang ada, maka pada bab ini akan dilakukan analisis 

untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas dapat dilindungi berdasarkan 

peraturan tersebut dan apakah pemegang saham minoritas sudah terlindungi oleh 

pasal 62 UUPT No. 40 tahun 2007. 

BAB VI – PENUTUP – Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dan saran atas 

penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya. 
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